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ABSTRAK 

Penelitian ini membahas Peran Pemerintah Nagari dalam Mengatasi 

Konflik Agraria (Studi Kasus Konflik Proyek Strategis Nasional di Nagari Air 

Bangis, Kabupaten Pasaman Barat) . Penelitian ini dilatarbelakangi oleh 

munculnya konflik agraria akibat pengadaan tanah untuk Proyek Strategis 

Nasional (PSN), di mana sebagian masyarakat menolak karena merasa hak ulayat 

dan tanah garapan mereka diabaikan. Kondisi ini menimbulkan ketegangan antara 

masyarakat, pemerintah, dan pihak investor, sehingga menuntut peran aktif 

pemerintah nagari sebagai aktor pemerintahan terdekat dengan masyarakat. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. 

Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dokumentasi, serta studi 

literatur, dan diuji keabsahannya dengan teknik triangulasi. Analisis data 

dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah nagari berperan dalam tiga 

fungsi utama, yaitu sebagai motivator, fasilitator, dan mediator. Sebagai 

motivator, pemerintah nagari berupaya menjaga semangat masyarakat agar tetap 

damai, solid, dan tidak terprovokasi dalam menghadapi konflik. Sebagai 

fasilitator, pemerintah nagari menjembatani komunikasi antara masyarakat dengan 

pemerintah daerah maupun pihak investor agar penyampaian informasi dapat 

diminimalisir. Sementara itu, sebagai mediator, pemerintah nagari berperan netral 

dalam menghadirkan musyawarah dan mencari titik temu antara kepentingan 

masyarakat dan kepentingan pembangunan nasional. Namun, efektivitas peran 
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tersebut masih dipengaruhi oleh perbedaan persepsi antara masyarakat dan 

pemerintah, rendahnya tingkat kepercayaan terhadap masyarakat pemerintah, 

ketidakhadiran aktor kunci dalam forum musyawarah, serta minimnya 

pemahaman hukum masyarakat terkait regulasi pertanahan. Faktor-faktor tersebut 

menunjukkan bahwa keberhasilan penyelesaian konflik sangat ditentukan oleh 

komunikasi publik yang jelas, partisipasi inklusif, serta peningkatan kapasitas 

hukum masyarakat. 

Kata Kunci : Pemerintah Nagari, Konflik Agraria, Proyek Strategis Nasional, Air 

Bangis, Peran Pemerintah 
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BAB I 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang 

Tanah merupakan kebutuhan hidup manusia yang mendasar, 

hubungan antara manusia dengan tanah tidak dapat dipisahkan, karena tanah 

juga memiliki fungsi ekonomi, politik, sosial dan budaya pada kehidupan 

masyarakat manusia. Negara bertanggung jawab memastikan pengelolaan 

tanah yang adil, melindungi hak masyarakat adat, dan mencegah konflik 

agraria. Pengelolaan tanah yang berkelanjutan menjadi fondasi penting dalam 

mewujudkan keadilan sosial, keseimbangan pembangunan, dan kelestarian 

lingkungan demi terciptanya kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Di tengah kompleksitas sosial dan budaya Indonesia, hak penguasaan 

atas tanah memiliki beragam tingkatan. Menurut pandangan Urip Santoso, 

hierarki hak atas penguasaan tanah mencakup beberapa lapisan, yaitu hak 

bangsa Indonesia, hak penguasaan oleh negara, hak ulayat masyarakat adat, 

dan hak perseorangan. Hak perseorangan sendiri terbagi menjadi empat jenis, 

yakni hak atas tanah, wakaf tanah hak milik, hak tanggungan, serta hak milik 

atas satuan rumah susun (dalam Widowati et al., 2019). Hal ini menunjukkan 

betapa pentingnya tanah dalam kehidupan manusia, sehingga tidak dapat 

dipisahkan dari aspek sosial, ekonomi, dan budaya. 

Namun, sering kali pemanfaatan tanah memicu berbagai persoalan 

yang berujung pada konflik pertanahan. Konflik ini biasanya timbul akibat 

perbedaan pandangan atau kepentingan antara individu atau kelompok. Salah 
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satu jenis konflik yang sering terjadi di Indonesia adalah konflik agraria, yaitu 

sengketa antara masyarakat dan pemerintah terkait pengelolaan atau 

kepemilikan lahan. Menurut Chandra dan Arifin (2019), istilah agraria berasal 

dari berbagai bahasa, seperti "akker" dalam bahasa Belanda yang berarti 

lahan pertanian, "agro" dalam bahasa Yunani yang merujuk pada tanah atau 

sebidang lahan, serta "agrarius" dalam bahasa Latin yang berarti budidaya, 

sawah, atau pertanian (Chandra & Arifin, 2019). Dalam konteks hukum, 

tanah memiliki nilai strategis sebagai aset, tetapi hal ini juga membuatnya 

rentan terhadap sengketa. 

Perkembangan konflik agraria di Indonesia menunjukkan peningkatan 

signifikan. Berdasarkan hasil pemantauan Konsorsium Pembaruan Agraria 

(KPA) sepanjang tahun 2023, tercatat sedikitnya terjadi 241 letusan konflik 

agraria. Konflik ini mencakup wilayah seluas 638.188 hektar, tersebar di 346 

desa, dan berdampak pada 135.608 Kepala Keluarga (KK). Dengan rata-rata 

satu keluarga terdiri dari empat jiwa, lebih dari setengah juta orang menjadi 

korban konflik agraria selama tahun tersebut. 

Konflik agraria pada tahun 2023 mengalami kenaikan 12% dibanding 

tahun sebelumnya, yang mencatat 212 letusan konflik. Peningkatan ini 

menunjukkan bahwa agenda reforma agraria yang dijanjikan selama satu 

dasawarsa belum berjalan efektif. Letusan konflik ini merupakan akumulasi 

dari konflik agraria lama dan baru, yang terus muncul akibat investasi dan 

pembangunan berskala besar yang sering kali bersifat “lapar tanah,” 

merugikan masyarakat. 
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Tabel 1.1 Jumlah Kasus Konflik Agraria di Indonesia Tahun 2023 

No Sektor Konflik Jumlah 

1 Perkebunan 108 

2 Properti 44 

3 Pertambangan 32 

4 Infrastruktur 30 

5 Kehutanan 17 

6 Pesisir/Pulau Kecil 5 

7 Fasilitas Militer 5 

Sumber: Konsorsium Pembaruan Agraria 2023 

Berdasarkan data di atas, mayoritas konflik sepanjang 2023 berkaitan 

dengan sektor perkebunan-agribisnis, yang menyumbang 108 letusan konflik 

atau 44% dari total konflik. Sektor properti menempati posisi kedua dengan 

44 letusan konflik (18%), diikuti sektor pertambangan dengan 32 konflik 

(13%), proyek infrastruktur sebanyak 30 konflik (12%), kehutanan sebanyak 

17 konflik (7%), dan sektor pesisir serta fasilitas militer masing-masing 

menyumbang 5 konflik (3%). 

Konflik agraria di Indonesia menjadi persoalan struktural yang terus 

terjadi dari waktu ke waktu. Salah satu penyebab utamanya adalah 

ketimpangan dalam penguasaan lahan dan distribusi sumber daya agraria, 

peraturan hukum yang tumpang tindih, serta kebijakan pemerintah yang tidak 

selaras dengan kepentingan masyarakat. Konflik agraria pada dasarnya 

berkaitan dengan penguasaan lahan oleh negara yang seharusnya dikelola 
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untuk kemakmuran rakyat sesuai amanat undang-undang (Soeharto & Basar, 

2019). Namun, realitas di lapangan kerap bertolak belakang dengan ketentuan 

tersebut, sehingga memunculkan berbagai bentuk ketidakadilan yang menjadi 

akar permasalahan konflik agraria di Indonesia. 

Maraknya konflik pertanahan menunjukkan belum efektifnya sistem 

pengadaan tanah dan lemahnya perlindungan hukum terhadap masyarakat, 

terutama dalam konteks pembangunan berskala besar seperti Proyek Strategis 

Nasional (PSN). Di Indonesia, pelaksanaan pengadaan tanah untuk 

pembangunan yang menyangkut kepentingan umum diatur secara khusus 

melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi 

Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2012 ini, tanah diakui sebagai aset yang sangat penting dalam 

pembangunan nasional. Dalam hal ini, pengadaan tanah dapat dianggap 

sebagai instrumen strategis yang memungkinkan pemerintah untuk 

memobilisasi tanah dalam rangka pembangunan infrastruktur dan fasilitas 

publik, seperti jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, dan lainnya (Butar-

Butar et al., 2023). 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 bertujuan untuk memastikan 

bahwa pengadaan tanah bagi kepentingan umum dilakukan dengan 

memperhatikan prinsip keadilan, transparansi, dan perlindungan hak-hak 

masyarakat. Undang-Undang ini mengatur bahwa setiap proses pengadaan 

tanah harus melewati tahapan yang sistematis, mulai dari perencanaan, 

persiapan, pelaksanaan, hingga penyerahan hasil. Dalam Pasal 2 ditegaskan 
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bahwa asas kemanusiaan, keadilan, kemanfaatan, kepastian, keterbukaan, 

kesepakatan, keikutsertaan, kesejahteraan, keberlanjutan dan keselarasan 

menjadi landasan utama. Tujuan dari Undang-Undang ini adalah untuk 

menjamin ketersediaan tanah yang dibutuhkan untuk pembangunan, serta 

memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi pihak-pihak yang terlibat 

dalam proses pengadaan tanah.  

Penerapan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 juga dikuatkan 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan 

Umum. Ketentuan ini tidak hanya mempertegas mekanisme hukum dalam 

proses pengadaan tanah, tetapi juga menjadi landasan operasional bagi 

berbagai program pembangunan berskala besar. Salah satu bentuk konkret 

dari penerapan aturan tersebut adalah pelaksanaan Proyek Strategis Nasional 

(PSN), yang didefinisikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 

sebagai proyek atau program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, 

Pemerintah Daerah, atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk 

peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. Proyek 

Strategis Nasional berbeda dari proyek biasa karena mendapatkan prioritas 

dalam hal percepatan perizinan, pengadaan tanah, dan dukungan anggaran. 

Meskipun demikian, proyek ini tetap harus tunduk pada prosedur hukum 

yang berlaku guna menjamin perlindungan hak masyarakat. 
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Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan Peraturan 

Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021, peran strategis dalam pengadaan tanah 

berada pada pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab memastikan 

setiap proses dilakukan sesuai prosedur hukum dan prinsip keadilan. 

Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, memiliki kewajiban untuk 

menjamin bahwa tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, hingga 

penyerahan hasil dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif. 

Hal ini mencakup kewajiban melakukan konsultasi publik, pemberian 

informasi yang memadai, serta penetapan ganti rugi yang layak kepada pihak 

yang berhak. Dalam konteks Proyek Strategis Nasional (PSN), peran strategis 

ini menjadi semakin penting karena cakupan proyek yang luas dan 

dampaknya yang signifikan terhadap masyarakat, lingkungan, dan 

perekonomian daerah. 

Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum 

dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu tahap perencanaan, persiapan, 

pelaksanaan dan penyerahan hasil yang mana dalam tahap persiapan sering 

terhambat oleh keberatannya pihak yang berhak dan masyarakat yang terkena 

dampak keberatan atas penetapan lokasi (Salsabella & Widyastuti, 2024). 

Salah satu contoh nyata dari dinamika tersebut dapat dilihat pada kasus 

konflik agraria di Nagari Air Bangis, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera 

Barat, yang merupakan bagian dari proses pengadaan tanah untuk Proyek 

Strategis Nasional (PSN).  
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Proyek Strategis Nasional (PSN) yang direncanakan di Air Bangis, 

Pasaman Barat, mencakup pembangunan Kawasan Industri (Kilang minyak, 

Petrochemical, Oleochemical, Pesawat Terbang, Building, Manufacturing, 

dan Metallurgy dan makanan dan minuman) International Airport, Highland 

City (Olympic Park, West Highland City and Housing, University Village & 

Research Center, Central Work District & ABACO Tower, Educational 

District, Residential District, Office & Apartment, Skyview City dan Water 

Treatment Plant) dan Green Area (Pembangunan Beach, Forest, Island, Long 

Beach, Mountain, Manggrove dan Tourism), Abaco Port Authority serta 

pembangunan infrastruktur lainnya (LBH Padang, 2022). Proyek ini diajukan 

oleh Gubernur Sumatera Barat kepada Menteri Koordinator Bidang 

Kemaritiman dan Investasi melalui surat No: 070/774/Batlibang-2021.  

 

Gambar 1.1 Wilayah Proyek Strategis Nasional Air Bangis 

Sumber: LBH Kota Padang 

Tujuan dari proyek ini adalah untuk meningkatkan pertumbuhan dan 

pemerataan pembangunan dalam rangka menciptakan lapangan pekerjaan dan 

menyejahterakan masyarakat di wilayah Pasaman Barat khususnya Nagari Air 
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Bangis. Pemerintah bersama pihak swasta berupaya memanfaatkan potensi 

sumber daya alam daerah tersebut, seperti perkebunan, kehutanan, tanaman 

pangan, dan kelautan, yang menjadi daya tarik investasi. Pelaksana proyek 

adalah PT Abaco Pacific Indonesia dengan nilai investasi mencapai Rp 150 

triliun, yang akan memanfaatkan lahan seluas 30.162 hektar (Suara.Com, 

2023). PT Abaco Pacific tertarik mengembangkan kilang pengolahan minyak 

bumi di wilayah Nagari Air Bangis untuk memenuhi kebutuhan energi yang 

terus meningkat. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mendukung rencana 

kerja sama ini dan berharap pembangunan proyek dapat membawa dampak 

positif bagi perekonomian lokal. Mengingat pada lokasi seluas 30.162 ha 

dimaksud akan dibangun industri strategis nasional (refinery dll) dan 

merupakan program prioritas pemerintah, yang berdampak positif bagi 

pembangunan daerah, regional dan nasional, maka terhadap pembangunan 

industri tersebut ditetapkan sebagai Program Strategis Nasional (PSN). 

Untuk mendukung pembangunan kilang minyak, dokumen Master 

Plan PT Abaco Pasifik Indonesia (AIC, 2021) menyebutkan bahwa areal yang 

dimohon seluas 17.100 Ha termasuk ke dalam kawasan Hutan Produksi Tetap 

(HP) berdasarkan SK 35/Menhut-II/2013. SK tersebut menetapkan penataan 

batas kawasan hutan di Sumatera Barat, termasuk wilayah Air Bangis. Status 

sebagai Hutan Produksi Tetap menunjukkan bahwa kawasan tersebut secara 

administratif masih berada dalam penguasaan negara, sehingga tidak dapat 

dialihkan menjadi kawasan industri tanpa melalui prosedur pelepasan 

kawasan hutan dan perubahan fungsi melalui keputusan pemerintah. 
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Pemerintah Republik Indonesia melalui Lembaga Pengelola dan 

Penyelenggara OSS, berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi 

Secara Elektronik, telah menerbitkan Izin Lokasi kepada PT Abaco Pasifik 

Indonesia dengan Nomor Induk Berusaha 8120202952901. Rencana kegiatan 

yang diajukan perusahaan mencakup pembangunan Kawasan Industri, 

kawasan real estat yang dimiliki sendiri atau disewakan, kawasan pariwisata, 

serta berbagai fasilitas pendukung lainnya. Seluruh persyaratan dan 

komitmen yang terkait dengan penerbitan izin lokasi telah dipenuhi sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga izin tersebut dinyatakan 

berlaku efektif sejak tanggal 21 September 2018. 

 

Gambar 1.2 Master Plan PT Abaco Pasifik Indonesia 
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Meskipun Proyek Strategis Nasional (PSN) yang direncanakan di Air 

Bangis tersebut bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, 

menciptakan lapangan pekerjaan, dan meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat, rencana ini justru memicu penolakan dari sebagian masyarakat. 

Banyak masyarakat Nagari Air Bangis yang merasa bahwa hak atas tanah 

mereka, yang telah diwariskan secara turun-temurun dan menjadi sumber 

utama mata pencaharian melalui pertanian, perkebunan, dan perikanan, 

terancam oleh pembangunan yang akan dilakukan. Sebelum konflik mencuat, 

masyarakat Nagari Air Bangis telah sejak lama mengelola lahan untuk 

kebutuhan hidup sehari-hari, seperti pertanian, perkebunan, dan perikanan. 

Tanah tersebut dikelola secara turun-temurun tanpa ada kejelasan batas 

wilayah formal atau sertifikat legal, namun telah menjadi ruang hidup dan 

sumber ekonomi masyarakat. Ketika pemerintah kemudian menetapkan 

kawasan tersebut sebagai bagian dari proyek pembangunan kilang minyak 

yang dikelola oleh PT Abaco Pasifik Indonesia, masyarakat merasa terkejut 

karena tidak pernah dilibatkan dalam proses perencanaan maupun konsultasi 

publik. Dengan demikian, Proyek Strategis Nasional yang pada dasarnya 

dimaksudkan sebagai instrumen percepatan pembangunan dan pemerataan, 

justru menjadi sumber konflik antara pemerintah, perusahaan pelaksana, dan 

masyarakat setempat. 

Kurangnya keterlibatan masyarakat menjadi faktor utama yang 

memicu resistensi terhadap rencana pengambilalihan lahan seluas 30.162 

hektare oleh PT Abaco untuk pembangunan kilang minyak. Masyarakat 
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menilai tidak ada transparansi informasi dan tidak ada ruang dialog yang 

diberikan. Hal ini menyebabkan masyarakat merasa terpinggirkan dari 

pengambilan keputusan atas tanah yang telah mereka kelola secara turun-

temurun.  

Pernyataan ini diperkuat dalam wawancara awal peneliti pada 03 Mei 

2025 dengan Khairul Anami, SH sebagai aktivis Nagari Air Bangis, yang 

mengatakan: 

“Masyarakat Nagari Air Bangis mengaku tidak pernah dilibatkan 

sejak awal perencanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan merasa 

terkejut dengan rencana pembangunan kilang minyak seluas 30.162 

hektare. Kekhawatiran meningkat karena luas nagari hanya sekitar 

±40.000 hektare, di mana 10.000 hektare sudah diklaim perusahaan 

lain, sehingga proyek ini dikhawatirkan akan menghabiskan seluruh 

wilayah dan ruang hidup masyarakat.” 

 
Dari wawancara di atas, masyarakat Nagari Air Bangis menyampaikan 

bahwa sejak awal mereka tidak pernah memperoleh informasi yang jelas 

maupun dilibatkan dalam proses perencanaan Proyek Strategis Nasional 

(PSN) pembangunan kilang minyak seluas 30.162 hektare. Proyek tersebut 

mencakup wilayah permukiman 45 ribu penduduk dan lahan perkebunan 

yang selama ini menjadi sumber penghidupan. Luas wilayah Nagari Air 

Bangis hanya sekitar ±40.000 hektare, dan sekitar 10.000 hektare di antaranya 

telah lebih dahulu diklaim oleh perusahaan lain. Kondisi ini menimbulkan 

kekhawatiran masyarakat bahwa jika proyek tetap dijalankan tanpa kejelasan 

batas wilayah dan partisipasi masyarakat, seluruh ruang hidup, tanah ulayat, 

dan lahan pertanian akan terancam dikuasai pihak luar.  
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Status tanah untuk lokasi Proyek Strategis Nasional (PSN) di Nagari 

Air Bangis memiliki sejarah panjang. Awalnya merupakan tanah ulayat yang 

dimiliki secara kolektif oleh masyarakat adat, lahan tersebut kemudian 

diserahkan oleh niniak mamak kepada negara untuk kepentingan 

pembangunan, sehingga statusnya berubah menjadi tanah negara. Lahan ini 

kemudian ditetapkan sebagai kawasan hutan produksi, memberikan 

kewenangan kepada pemerintah untuk memanfaatkannya dalam 

pembangunan strategis sesuai Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025.  

Pernyataan ini diperkuat dalam wawancara awal peneliti dengan 

Zaniarlis selaku Kepala Jorong Pigogah Patibubur, yang menyampaikan: 

“Tanah yang sekarang dijadikan proyek strategis nasional itu 

sebenarnya tanah ulayat yang sudah dikelola turun-temurun. Tapi 

tiba-tiba dinyatakan sebagai kawasan hutan produksi” 

  

Pernyataan yang sama juga di sampaikan oleh Ir. Erilsyah, M.M, 

selaku Bamus mengatakan: 

“Awalnya, tanah tersebut merupakan tanah ulayat. Sekitar 32 tahun 

lalu, niniak mamak menyerahkannya kepada perusahaan pengolahan 

kayu di Teluk Tapang seluas 32 ribu hektare. Kemudian lahan itu 

kembali menjadi milik negara dan ditetapkan sebagai kawasan hutan 

produksi.” 

 

Berdasarkan kedua wawancara diatas status tanah yang direncanakan 

sebagai lokasi Proyek Strategis Nasional di Nagari Air Bangis adalah tanah 

ulayat, yaitu tanah adat yang secara kolektif dikuasai dan dimanfaatkan oleh 

masyarakat hukum adat setempat. Lahan yang digunakan untuk Proyek 

Strategis Nasional (PSN) di Nagari Air Bangis, Kabupaten Pasaman Barat, 

secara historis merupakan tanah ulayat milik masyarakat hukum adat 
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setempat. Namun, berdasarkan catatan dan keputusan adat pada masa lalu, 

niniak mamak selaku pemegang hak ulayat telah menyerahkan tanah tersebut 

kepada negara untuk kepentingan pembangunan. Penyerahan tersebut 

menjadikan status hukum tanah secara sah sebagai tanah negara dengan 

fungsi kawasan hutan produksi, yang telah ditetapkan sebelum adanya 

rencana proyek. Status ini memberikan kewenangan penuh kepada 

pemerintah untuk memanfaatkannya demi pembangunan berskala strategis 

nasional, sesuai mandat Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang 

Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. 

Perpres No. 5 Tahun 2025 menegaskan bahwa PSN mendapatkan 

prioritas dalam percepatan perizinan dan pengadaan tanah, dengan tetap 

mengacu pada prinsip keadilan, keterbukaan, dan partisipasi masyarakat 

sebagaimana diatur dalam UU No. 2 Tahun 2012 dan PP No. 19 Tahun 2021. 

Namun, sebagian masyarakat saat ini menolak pelaksanaan PSN di Air 

Bangis dengan alasan mempertahankan lahan yang mereka garap secara 

turun-temurun, meskipun tidak memiliki alas hak resmi. Penolakan ini 

memicu konflik, yang pada hakikatnya timbul karena benturan antara klaim 

penguasaan masyarakat tanpa sertifikat dan status legal tanah sebagai aset 

negara. 

Konflik ini terjadi karena Kurangnya sosialisasi, kurangnya 

pemahaman masyarakat tentang riwayat dan status hukum tanah, serta 

kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan 

pemerintah nagari. Padahal, mekanisme konsultasi publik dan pemberitahuan 
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resmi seharusnya dijalankan secara optimal untuk menghindari 

kesalahpahaman.  

 

Penolakan masyarakat kemudian terwujud dalam bentuk aksi 

demonstrasi besar besaran pada Senin, 25 September 2023, yang dilakukan 

oleh masyarakat Jorong Pigogah Patibubur, Nagari Air Bangis, bersama 

masyarakat Bidar Alam Kabupaten Solok Selatan, didampingi oleh Walhi 

Nasional dan Walhi Sumatera Barat. Aksi ini juga di picu dari klaim 

masyarakat adat dan petani setempat bahwa lahan tersebut merupakan tanah 

ulayat dan telah dikelola secara turun-temurun jauh sebelum adanya rencana 

proyek. Mereka merasa hak penguasaan dan identitas kolektif mereka 

diabaikan ketika pemerintah dan perusahaan mulai menetapkan kawasan 

tersebut sebagai lokasi pembangunan industri besar. 

 

Gambar 1.3 Penolakan Masyarakat Air Bangis 

Dalam konteks inilah, peran Pemerintah Nagari menjadi krusial, 

terutama kepala desa yang memiliki tanggung jawab hukum dan sosial dalam 

menyelesaikan perselisihan masyarakat di wilayahnya sesuai dengan 
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ketentuan perundang-undangan. Peranan Kepala Desa atau Nagari 

berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa 

diatur dalam Pasal 26 Ayat 1, yang menyatakan bahwa Kepala Desa/ Nagari 

bertugas menyelenggarakan Pemerintah Desa, melaksanakan Pembangunan 

Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.  

Selanjutnya  Pasal 26 Ayat 4, huruf "k" disebutkan bahwa salah satu 

kewajiban Kepala Desa/ Nagari adalah menyelesaikan masyarakat 

perselisihan di Desa/Nagari. Akibatnya, Kepala Desa/ Nagari  tidak hanya 

menyelenggarakan Pemerintahan Desa/ Nagari , tetapi juga memiliki tugas, 

kewajiban, dan kemampuan untuk menangani setiap perselisihan atau 

masalah yang muncul di wilayahnya. Meskipun tidak ada peraturan formal 

untuk menyelesaikan konflik desa, kepala desa harus memiliki metode sendiri 

untuk menyelesaikan dan mendamaikan pihak-pihak yang terkait 

(Taufiqurrahman et al., 2023). 

Meskipun secara yuridis Kepala Desa atau Wali Nagari memiliki 

peran strategis dalam menyelesaikan konflik di masyarakat, namun dalam 

praktiknya peran ini sering kali belum dijalankan secara optimal. Dalam 

wawancara yang dilakukan pada 3 Mei 2025, masyarakat menyoroti 

lemahnya peran Pemerintah Nagari dalam menyikapi konflik agraria yang 

muncul akibat Proyek Strategis Nasional (PSN) oleh PT Abaco Pasifik 

Indonesia. Masyarakat menyampaikan bahwa Pemerintah Nagari dinilai 

kurang mengambil inisiatif dalam proses penyelesaian konflik, terutama 

dalam fungsi mediasi antara masyarakat dan pihak pengembang. 
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Ketidakhadiran Pemerintah Nagari sebagai fasilitator dialog menciptakan 

kesan bahwa masyarakat dibiarkan menghadapi persoalan secara mandiri, 

tanpa dukungan lembaga pemerintahan terdekat yang seharusnya melindungi 

kepentingan mereka.  

Ketiadaan ruang mediasi yang adil dan inklusif menyebabkan konflik 

semakin berlarut dan menimbulkan ketegangan horizontal maupun vertikal. 

Padahal, Pemerintah Nagari memiliki peran strategis sebagai aktor 

pemerintahan terdekat dengan masyarakat, yang seharusnya menjadi 

penghubung antara kepentingan warga dengan kebijakan pemerintah pusat 

atau pihak investor. Lemahnya fungsi tersebut menunjukkan adanya 

kekosongan dalam tata kelola konflik di tingkat lokal, yang berdampak pada 

ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan. 

Berdasarkan temuan data dan kajian sebelumnya, penelitian ini 

menyimpulkan bahwa konflik agraria di Nagari Air Bangis, Kabupaten 

Pasaman Barat, dipicu oleh benturan kepentingan antara pemerintah, 

masyarakat pemilik lahan, dan pihak pendukung Proyek Strategis Nasional 

(PSN). Melihat fenomena konflik yang ada, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian lebih lanjut dengan judul penelitian: “Peran Pemerintah Nagari 

dalam Mengatasi Konflik Agraria (Studi Kasus Konflik Proyek Strategis 

Nasional di Nagari Air Bangis, Kabupaten Pasaman Barat)”. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat disimpulkan 

bahwa identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu:  
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1. Tidak adanya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan 

pengambilan keputusan terkait Proyek Strategis Nasional (PSN) yang 

diajukan oleh PT Abaco Pasifik Indonesia. 

2. Adanya ketimpangan kekuasaan antara Pemerintah, korporasi, dan 

masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup dari tanah tersebut.  

3. Minimnya transparansi informasi dari pemerintah dan investor mengenai 

rencana dan dampak proyek PSN terhadap wilayah dan kehidupan 

masyarakat Nagari Air Bangis. 

4. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang riwayat dan status hukum 

tanah di Nagari Air Bangis. 

5. Pemerintah Nagari sebagai lembaga terdekat dengan masyarakat belum 

mampu menjalankan perannya secara efektif dalam menjembatani 

kepentingan pemerintah dan masyarakat serta memberikan solusi yang 

adil bagi kedua belah pihak. 

C. Batasan Masalah  

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka perlu dilakukan 

pembatasan masalah agar dalam pengkajian yang dilakukan lebih terfokus 

kepada masalah-masalah yang ingin dipecahkan. Adapun batasan masalah 

dalam penelitian ini yaitu bagaimana peran pemerintah nagari dalam 

menyelesaikan konflik agraria yang timbul akibat Proyek Stategis Nasional 

yang di investasikan oleh PT. Abaco Pasifik Indonesia di Nagari Air Bangis. 
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D. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian identifikasi masalah di atas maka rumusan 

masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana peran pemerintah Nagari Air 

Bangis dalam mengatasi konflik agraria yang timbul akibat pengadaan tanah 

untuk proyek strategis nasional (PSN)? 

E. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian 

pada penelitian ini adalah untuk menganalisis peran pemerintah Nagari Air 

Bangis dalam mengatasi konflik agraria yang timbul akibat pengadaan tanah 

untuk proyek strategis nasional (PSN). 

F. Manfaat Penelitian  

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Secara Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi 

pengembangan konsep Ilmu Administrasi Negara, khususnya dalam 

pengelolaan konflik agraria yang melibatkan pemerintahan nagari dan 

masyarakat lokal. 

b. Penelitian ini juga diharapkan memperkaya literatur mengenai peran 

pemerintah nagari dalam penyelesaian konflik agraria yang 

berhubungan dengan proyek strategis nasional. 

2. Secara Praktis 



19 

 

a. Bagi Peneliti, penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan dan 

wawasan mengenai peran pemerintah nagari dalam mengatasi konflik 

agraria secara efektif dan partisipatif. 

b. Bagi Pemerintahan Nagari Air Bangis, penelitian ini diharapkan 

menjadi acuan bagi pemerintah nagari dalam merancang strategi 

untuk menyelesaikan konflik agraria yang melibatkan masyarakat dan 

pihak terkait, khususnya dalam konteks proyek strategis nasional. 

c. Bagi Universitas Negeri Padang, penelitian ini dapat menjadi 

referensi tambahan dalam pengembangan kajian akademik dan 

teoritis terkait peran pemerintah nagari dalam pengelolaan konflik 

agrarian. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Peran Pemerintah Nagari 

dalam Mengatasi Konflik Agraria (Studi Kasus Proyek Strategis Nasional di 

Nagari Air Bangis, Kabupaten Pasaman Barat)”, dapat disimpulkan bahwa 

Pemerintah Nagari Air Bangis memiliki peran strategis dalam menjaga 

stabilitas sosial dan mendorong penyelesaian konflik antara masyarakat 

dengan pihak pemerintah dan investor. Peran tersebut dijalankan melalui tiga 

fungsi utama, yaitu sebagai motivator, fasilitator, dan mediator. Sebagai 

motivator, pemerintah nagari berupaya memberi dorongan moral dan menjaga 

kekompakan masyarakat agar tidak mudah terprovokasi serta tetap 

memperjuangkan haknya melalui jalur dialogis. Sebagai fasilitator, 

pemerintah nagari berperan menjembatani komunikasi antara masyarakat, 

pemerintah daerah, dan investor, serta memastikan bahwa aspirasi warga 

tersampaikan melalui forum musyawarah yang resmi dan terbuka. 

Selanjutnya, sebagai mediator, pemerintah nagari berusaha menjadi pihak 

penengah yang netral untuk mencegah eskalasi konflik dan mencari titik temu 

yang dapat diterima oleh semua pihak. 

Namun, efektivitas ketiga peran tersebut belum berjalan secara 

optimal. Penelitian menunjukkan adanya beberapa hambatan utama, yaitu 

perbedaan persepsi antara masyarakat dan pemerintah terkait makna 

kepentingan umum, ketidakhadiran pihak-pihak kunci dalam forum mediasi, 
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rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, serta 

kurangnya pemahaman masyarakat mengenai regulasi pertanahan dan proses 

pengadaan tanah PSN. Hambatan-hambatan ini menyebabkan proses dialog 

seringkali tidak berjalan efektif dan potensi miskomunikasi semakin besar. 

Selain itu, meskipun Pemerintah Nagari telah berupaya menjaga posisi 

netral, masyarakat masih menilai adanya kecenderungan keberpihakan 

pemerintah pada kepentingan pembangunan nasional dan investor. Hal ini 

memperlihatkan bahwa penyelesaian konflik agraria tidak hanya berkaitan 

dengan aspek prosedural, tetapi juga menyangkut aspek psikologis, 

kepercayaan sosial, dan legitimasi kelembagaan. Oleh karena itu, peran 

Pemerintah Nagari dalam penyelesaian konflik agraria akan lebih efektif 

apabila diikuti dengan penguatan kapasitas komunikasi publik, peningkatan 

literasi hukum masyarakat, serta kehadiran seluruh aktor dalam mekanisme 

dialog. 

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa Pemerintah 

Nagari Air Bangis memiliki kedudukan penting sebagai aktor lokal yang 

berada di garis terdepan dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan 

pembangunan nasional dan perlindungan hak masyarakat. Namun, 

optimalisasi peran tersebut memerlukan sinergi lebih kuat antara pemerintah 

nagari, pemerintah daerah, lembaga adat, lembaga pertanahan, serta 

partisipasi masyarakat secara aktif dan sadar hukum agar penyelesaian 

konflik dapat tercapai secara damai, adil, dan berkelanjutan. 
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B. Saran  

Berdasarkan Penelitian ini merekomendasikan agar Pemerintah Nagari 

memperkuat komunikasi publik, membangun mekanisme mediasi yang 

inklusif, serta meningkatkan kapasitas hukum masyarakat untuk mencegah 

kesalahpahaman dan provokasi. Selain itu, koordinasi antar lembaga seperti 

BPN dan KAN perlu diperkuat guna mendukung penyelesaian konflik 

melalui musyawarah mufakat. Langkah-langkah ini diharapkan membuat 

peran Pemerintah Nagari lebih optimal dalam menjaga keseimbangan antara 

pembangunan dan perlindungan hak masyarakat. 
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